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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman 

penelitian karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode 

penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
1
 

3.1 Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Study). Dalam 

mengelolah dan menaganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah 

mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga 

lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data 

atau informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan 

mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informasi ketika 

merekaberfartisipasi dalam kegiatan penelitian sehinggga peneliti dapat 

mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti 

mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberi jawaban atas rumusan 

masalah yang telah diajukan.Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek alamiah 

atau natural setting, sehingga penelitian kualitatif sering disebut dengan metode 

naturalistik.
2
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Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah,  (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi 

(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30. 

2
Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Rineka Cipta: Jakarta, 2008), h.44. 
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3.2 Loksai dan Waktu 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di kabupaten pinrang Provinsi Sulawesi selatan 

dikantor Pengadilan Negeri Pinrang kelas II B. 

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI PINRANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Ketua 

Adil Kasim,S.H.,M.H. 

Wakil Ketua 

I Putu Adi Antara,S.H.,M.H. 

Hakim 

Andi Aqsha, S.H. 

Andi Nur Haswah, S.H. 

Yusdwi Yanti, S.H. 

 

 

 

Sekertaris 

Adi Saktiawan Sustan, ST. 

 

Panitera muda perdata 

Agus Bunga 

 

 

Kelompok jabatan fungsional 

Panitera pengganti 

Syamsir musa 

Hj. Nur asisa, S.H 

Patahuddin, S.H 

H.Hasbullah, S.h 

Arfan, S.H 

Jurusita 

Ismail, S.H 

Panitera 

Hj Kamariah, S.H. 

 

Panitera muda pidana 

Zamsang, S.H. 

 

 

K U dan keuangan 

Nikodemus L, S.H 

 

 

Panitera muda hukum 

Firdaus, S.H 

 

 

K P TI dan Pelaporan 

Abdul latif, S.H 

 

 

K K G dan tatalaksana 

Muwafiqah, a.Md 

 

 

Kelompok jabatan fungsional 

1. Fungsional arsiparis 

2. Fungsional pustakawan 

3. Fungsional Prantara Komputer 

4. Fungsional bendahara 
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i. Sejarah Dan Profil Pengadilan Negeri Pinrang 

Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dengan Surat Keputusan Menteri 

KeHakiman Tahun 1960. Pengadilan Negeri Pinrang terbentuk dan diresmikan pada 

tanggal 27 September 1973, terpisah dari Pengadilan Negeri Kelas I Parepare. 

Sebelum tahun 1951 di daerah ini dikenal beberapa Pengadilan Swapraja yaitu
3
 : 

1. Sawitto 

2. Kassa di Belajeng 

3. Batulappa di Bungi 

4. Suppa 

Pengadilan ini mempunyai dua fungsi yaitu : 

(1) Hadat Besar yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumannya 

lebih dari satu tahun dan untuk perkara perdata yang nilainya di atas Rp. 25. 

(2) Hadat Kecil yaitu mengadili perkara kejahatan yang ancaman hukumnya di 

bawah satu tahun, dan untuk perkara perdata nilainya Rp. 25. 

Keputusan-keputusan Hadat Besar dan Hadat Kecil tidak dapat dibidang dan 

untuk memperoleh kepastian hukum harus dikukuhkan oleh Asisten Bestuur, untuk 

Kepala Distrik sebagai anggota. Tahun 1951 semuanya dilebur menjadi Pengadilan 

Negeri yang berkedudukan di Parepare dengan membawahi wilayah Pinrang, Barru, 

Sidrap dan Enrekang. Tahun 1963 Pengadilan Negeri Barru berdiri sendiri dan 

diresmikan dan Tahun 1964 Pengedilan Negeri Sidrap juga berdiri sendiri dan 

diresmikan bersamaan dengan Pengadilan Negeri Enrekang. Tahun 1960 Pengadilan 

Negeri Pinrang mendapat SK dan Menteri KeHakiman untuk pembentukannya, tetapi 

                                                             
3
Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi DaerahHukum 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan (Jakarta:Dirjen Badilum dan Peradilan 

Tata Usaha Negara, 2000). h.494 
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tidak dapat diresmikan karena tidak ada Hakim yang bersedia bertugas di Pinrang, 

setelah Tahun 1967 ditugaskan dua Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk 

membuka fillial Pengadilan Negeri Kelas I Pinrang di Pinrang, dan berlangsung terus 

sampai diresmikan Pengadilan Negeri Pinrang berdiri sendiri. 

Pengadilan Negeri Pinrang telah eksis selama kurang lebih 48 tahun. Dalam 

kurun waktu tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah dipimpin oleh lima belas (15) 

orang ketua sebagai berikut: 

1. H. Abdul Majid   (periode 1971); 

2. Barmuddin S.H  (periode 1973); 

3. Nai Muddin S.H (periode 1982),  

4. Ahmad Burhan S.H, (periode 1985),  

5. Soeprijanto, S. H. (periode 1992),  

6. H. Zaini Syamsul S.H (periode 1993-1998),  

7. H. Rasulullah Saw Thamrin S.H (periode 1998 - 2003),  

8. H.Abdul Somad Bonang, S.H  (periode  2003-2006),  

9. Adhar, S. H., M. H. (priode 2007 – 2010)  

10. Eli Supropto, S. H (periode 2010 – 2011)  

11. Rasulullah Saw Anshar Madjid, S.H., M.H (Periode 2011 – 2014)  

12. Imam Supriyadi, S.H (Periode 2014) 

13. Muh. Nuzulul Kusindiardi, S.H (Periode 2014 – 2015) 

14. Somadi. S.H (Periode 2015 – 2018) 

15. Adil Kasim, S.H., M.H (Periode 2018 – Sekarang) 
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Pengadilan Negeri Pinrang terletak di Jl. Jend. Sukowati No.38 yaitu 

mencakup 12 kecamatan dan 104 kelurahan masing-masing yaitu
4
 : 

1. Kecamatan Batulappa mewilayahi 5 Kelurahan/Desa. 

2. Kecamatan Cempa mewilayahi 7 Kelurahan/Desa. 

3. Kecamatan Duampanua mewilayahi 14 Kelurahan/Desa. 

4. Kecamatan Lasinrang mewilayahi 7 Kelurahan/Desa. 

5. Kecamatan Lembang mewilayahi 14 Kelurahan/Desa 

6. Kecamatan Mattiro Bulumewilayahi 9 Kelurahan/Desa 

7. Kecamatan Mattiro Sompemewilayahi 9 Kelurahan/Desa 

8. Kecamatan Paleteangmewilayahi 6 Kelurahan/Desa 

9. Kecamatan Patampanuamewilayahi 10 Kelurahan/Desa 

10. Kecamatan Suppamewilayahi 10 Kelurahan/Desa 

11. Kecamatan Tiroangmewilayahi 5 Kelurahan/Desa 

12. Kecamatan Watang Sawittomewilayahi 8 Kelurahan/Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Dokumentasi DaerahHukum 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan (Jakarta:Dirjen Badilum dan Peradilan 

Tata Usaha Negara, 2000). h.490. 
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1.2.3.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Pinrang 

VISI Terwujudnya pengadilan Negeri Pinrang yang agung. 

MISI 

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pinrang 

- Memberikan Playanan Hukum yang Berkeadilan Kepada 

Pencari Keadilan. 

- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Pinrang. 

- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan 

Negeri Pinrang. 

  Gambar 3 : Visi dan Misi PN Pinrang
5
 

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pinrang 

Adapun yang menjadi tugas Pokok dari Kantor Pengadilan Negeri Pinrang 

Kelas II adalah sebagai beriku t:
6
 

1. Menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan 

perkara. 

2. Membagi perkara Gugatan dan Permohonan kepada Hakim untuk 

disidangkan. 

3. Dapat mendelegasilan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi 

perkara permohonan dan gugatan serta menunjuk Hakim untuk 

menyidangkannya. 

4. Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau Permohonan secara lisan 

5. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar terhadap 

Termohon Eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi 

                                                             
5
Sumber : Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II 

6
Sumber : Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II 
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putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan 

provisi dan pelaksanaan putusan (eksekusi) lainnya. 

6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan Somasi. 

7. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu  dalam hal 

ada gugatan perlawanan. 

8. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan 

kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. 

9. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

10. Menetapkan Biaya Jurusita. 

11. Menetapkan Biaya Eksekusi. 

12. Menetapkan :  

13. Pelaksanaan Lelang 

14. Tempat Pelaksanaan Lelang 

15. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang. 

16. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim 

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil 

evaluasinya secara priodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 

17. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 

keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta 

berkas perkara.  

18. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau 

Pengadilan Tinggi berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, 

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita 



38 

 

 
 

3.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melaksanakan 

penelitian tentang hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan (studi 

putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Pinrang) di Pengadilan Negeri Pinrang 

3.4 Jenis Dan Sumber Data  

Data yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau 

nominal tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, dan deskripsi yang 

mengandung makna atau nilai tertentu.
7
Sumber data adalah semua keterangan yang 

diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk 

statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Dalam 

penelitian lazim terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder 

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Hakim dan 

Panitera), dan nomor putusan pertama kali diambil dari direktori/fail putusan 

pengandilan negeri Pinrang (SIPP). 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian,hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.data sekunder adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. 

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari: 

a. Kepustakaan 

                                                             
7
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups, (PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2013), h. 10. 
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b. Internet 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa atau mencatat 

karakteristik/atribut elemen atau mencatat nilai variabel.
8
Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitia, karena tujuan utama 

peneliti adalah mendapatkan data.Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi 

untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini 

adalah; 

3.5.1 Teknik Case Study 

Teknik Case Study dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung 

kelokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperolah data-data kongkret 

berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai 

berikut: 

3.5.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara ( Interview) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dan sumber informsi.Data penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. 

3.5.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

                                                             
8
J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (PT Rineka Ciptan, Jakarta: 2003), h. 

23. 
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akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal 

ini peneliti mengumpulkan dukumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait 

dengan pembahasan dan permasalahan peneliti . 

3.6 Tekknik Analisis data 

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data 

kualitatif adalah pengujian sistematik dari suatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, 

hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya.
9
Analisis data 

nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari 

kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan 

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan 

fenomena yang bersangkutan. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang 

dilakukan peneliti adalah seabgai berikut: 

3.6.1 Reduksi data (Data Reduction) 

Dalam tekhnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-

hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang 

data yang dianggap tidak penting. 

3.6.2 Penyajian data (data display) 

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang 

tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data 

yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan 

sementara tersebut senatiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan 

data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh 

suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

                                                             
9
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kulitatif Teori &Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

h. 210. 


